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PENINGKATAN DISIPLIN ASN UNTUK 

MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN 

DAN 

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI 

NOMOR 67 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG 

SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA 

KEBIASAAN BARU CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DI KAB. MUBA



DASAR :
1. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor. 58/2020

tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan
Normal Baru sebagaimana telah diubah
dengan SE Menteri PANRB Nomor 67 Tahun
2 0 2 0 t a n g g a l 4 S e p t e m b e r 2 0 2 0 .

2. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat
Yang Sehat, Disiplin Dan Produktif Di Era
Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Musi Banyuasin.



SURAT EDARAN MENTERI PANRB NOMOR.
58/2020 TANGGAL 29 MEI 2020 TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM TATANAN NORMAL BARU SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN SE MENTERI PANRB
NOMOR 67 TAHUN 2020 TANGGAL 4 SEPTEMBER
2020.

1.

 Sebagai Pedoman Bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan
tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19.



Perubahan terjadi terhadap Substansi Huruf D
Angka 2 tentang Sistem Kerja.

Pejabat Pembina Kepegawaian pada
Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur
jumlah pegawai yang melaksanakan tugas
kedinasan di kantor maupun di rumah tempat
tinggal berdasarkan Zonasi Resiko yang
dikeluargan Satgas Penangan Covid-19.



Pengaturan Jumlah Pegawai melaksanakan Tugas di
Kantor (Work From Office) 100% pada Zona
Kabupaten/kota yang tidak terdampak/tidak ada kasus.

Pengaturan Jumlah Pegawai melaksanakan Tugas di
Kantor (Work From Office) Maksimal 75% pada Zona
Kabupaten/kota yang mempunyai Resiko Rendah.

Pengaturan Jumlah Pegawai melaksanakan Tugas di
Kantor (Work From Office) Maksimal 50% pada Zona
Kabupaten/kota yang mempunyai Resiko Sedang.

Pengaturan Jumlah Pegawai melaksanakan Tugas di
Kantor (Work From Office) Maksimal 25% pada Zona
Kabupaten/kota yang mempunyai Resiko Tinggi.



KMK No. HK.01.07-MENKES-328-2020 tentang Panduan
Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan
Industri. Dan

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin Dan Produktif Di
Era Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Musi Banyuasin.

Selain Ketentuan D Angka 2 yang diubah, Ketentuan
Lainnya tetap mengacu pada SE Menpan 58 Tahun
2020.

PENYESUAIAN LINGKUNGAN KERJA TETAP MENGACU
PADA :



2. Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan
Usaha Pada Situasi Pandemi, ditujukan untuk memberikan acuan bagi
pengelola/pengurus tempat kerja di instansi pemerintahan, perusahaan swasta,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

1. Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan
Usaha Pada Situasi Pandemi terdapat pada Lampiran Keputusan Menteri
Kesehatan.

3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan
Usaha Pada Situasi Pandemi, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan
dapat melibatkan masyarakat.

Isi Keputusan Menteri Kesehatan adalah sebagai berikut :



2.
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat,
Disiplin Dan Produktif Di Era Kebiasaan Baru
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Musi
Banyuasin.



DASAR PEMBENTUKAN : 

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 di Daerah;



RUANG LINGKUP : 

 Dalam pemberlakuan Pelaksanaan Pola Hidup
Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di di Era
Kebiasaan Baru Covid-19 di Kabupaten, dilaksanakan
dengan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat
di fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan
pengendalian Covid-19.



Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif
diterapkan pada:

1. Pasar dan sejenisnya;
2. Pusat Perbelanjaan/Pertokoan dan sejenisnya;
3. Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya;
4. Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya;
5. Sarana dan Kegiatan Olahraga;
6. Moda Transportasi;
7. Stasiun/Terminal/Pelabuhan;
8. Lokasi Daya Tarik Wisata;



9. Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya;
10. Jasa Ekonomi Kreatif;
11. Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah;
12. Jasa Penyelenggaraan Event/Pertemuan;
13. Sekolah, Institusi/Lembaga Pendidikan Formal/

Informal;
14. Fasilitas/Klinik Kesehatan;
15. Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan/kegiatan

Masyarakat sejenisnya; dan
16. Badan Usaha/Perkantoran.



SANKSI :

 Setiap Orang atau Badan Usaha, Pelaku Usaha,
Penyelenggara Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban
Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin
dan Produktif di Era Kebiasaan Baru Covid-19 di
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dikenakan sanksi berupa:



a. Sanksi Administrasi terhadap perorangan:

1.teguran lisan; dan

2.kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas
umum dengan mengenakan rompi atau denda
sebesar Rp. 20.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per
orang.



b.Sanksi Administrasi terhadap Badan Usaha, Pelaku 
Usaha, Penyelenggara Usaha:
1.teguran tertulis  dan denda bagi penyelenggara usaha 

mikro sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
2.teguran tertulis  dan denda bagi penyelenggara usaha 

kecil sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
3.teguran tertulis  dan denda bagi penyelenggara usaha 

besar sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
4.penutupan sementara tempat usaha bagi 

penyelenggaraan usaha; dan
5.pencabutan sementara izin usaha bagi penyelenggara 

usaha.



PEMANTAUAN  DAN PELAPORAN.
 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membentuk
Satuan Tugas Penegak Disiplin Pelaksanaan Pola Hidup
Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era
Kebiasaan Baru Covid-19 di Kabupaten, yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

 Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

 Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
kepada Gubernur Sumatera Selatan.



SEKIAN DAN TERIMAKASIH


